BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWS
NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PENGGUNAAN DANA YANG BERSUMBER DARI JASA LAYANAN
RUMAH SAKIT dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang :

Mengingat

o

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Musi Rawas Nomor
179/KPTS/11/2010, Rumah Sakit dr. Sobirin ditetapkan sebagai Satuan
Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

bahwa penggunaan dana yang bersumber dari jasa layanan Rumah
Sakit dr. Sobirin dapat digunakan langsung oleh Pemimpin Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dr. Sobirin;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan
huruf b, maka perlu menetapakan Peraturan Bupati Musi Rawas
tentang Penggunaan Dana yang Bersumber dari Jasa Layanan
Rumah Sakit dr. Sobirin.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat Il dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Rl Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 1821 );

Undang-Undang Rl Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Rl Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Rl Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun
2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4844);

Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 4438);
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Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5063);

Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
(Lembaran Negara Rl Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Rl Nomor 5072);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Rl Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Rl Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun
2007 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4737);

Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah
beberapakali terkahir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keputusan Presiden Nomor 80
Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang
Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia  Nomor
703/Menkes/ SK/IX/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa pada Instansi Pemerintah Pola Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum di Lingkungan Departemen Kesehatan;

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah
Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas
Tahun 2008 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENGGUNAAN DANA

YANG BERSUMBER DARI JASA LAYANAN BADAN LAYAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT dr. SOBIRIN KABUPATEN MUSI RAWAS.
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BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
Bupati adalah Bupati Musi Rawas.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan
Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah yang
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan
mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan
pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD
pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang
berlaku umum.

Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan
BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran
bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran
bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh
BLUD.

Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana
lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan
operasional BLUD.

Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat
ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD yang selanjutnya disingkat RBA
BLUD adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahun
yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD.

Jasa Layanan adalah pendapatan RSUD berupa imbalan yang
diperoleh dari jasa layanan yang diberikan masyarakat.

BAB I
PELAKSANAAN ANGGARAN
Pasal 2

Seluruh Pendapatan BLUD kecuali yang berasal dari Hibah terikat
dapat dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD;

Dalam masa transisi BLUD, RBA yang telah disyahkan oleh Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dapat digunakan sebagai dasar
penarikan dana yang bersumber dari jasa layanan;

RBA yang telah disyahkan oleh PPKD untuk dapat disesuaikan melalui
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Musi Rawas Tahun 2010.
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(4) Penarikan dana BLUD digunakan untuk belanja pegawai, belanja
modal, barang dan/atau jasa, dilakukan sesuai dengan ketentuan
peraturan yang berlaku.

BAB Il
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 3

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang
menyangkut teknis pelaksanaannya, akan diatur lebih lanjut oleh
Pemimpin BLUD.

Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya di dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2010

BUPATI MUSI RAWAS,

RIDWAN MUKTI
Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 2010

Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

SULAIMAN KOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2010 NOMOR ...
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